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ABSTRACT

Inconsistencies between profit-sharing payment planning and investment returns pose a challenge in the financial
management of Sharia-based micro, small, and medium enterprises (MSMES). Differences between projected profits
and actual business results can affect financial planning and decision-making. This study aims to analyze
inconsistencies between profit-sharing payment planning and investment returns and their implications for financial
decision-making in Sharia-based MSMEs. This research employs a descriptive qualitative method with a literature
review approach. Data were collected by examining relevant literature on Islamic financial management, profit-
sharing contracts, investment returns, and MSME financial management. The findings indicate that such
inconsistencies may be associated with inaccurate revenue projections, changes in operating costs, inadequate
financial records, and insufficient business evaluation. Return on Investment (ROI) is used to assess investment
performance by comparing net profit with total investment, whereas profit distribution follows the agreed profit-
sharing ratio and contractual provisions. Realistic financial planning, regular financial recording, transparent
contractual agreements, and periodic business evaluation are necessary to support decision-making in accordance
with Sharia principles.
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ABSTRAK

Ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi menjadi persoalan
dalam pengelolaan keuangan UMKM berbasis syariah. Perbedaan antara proyeksi keuntungan dan realisasi hasil
usaha dapat memengaruhi ketepatan perencanaan keuangan serta pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis ketidaksesuaian perencanaan pembayaran bagi hasil dengan tingkat pengembalian investasi serta
implikasinya terhadap pengambilan keputusan keuangan UMKM berbasis syariah. Penelitian menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan literatur yang
relevan dengan manajemen keuangan syariah, akad bagi hasil, tingkat pengembalian investasi, dan pengelolaan
keuangan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dapat berkaitan dengan ketidakakuratan
proyeksi pendapatan, perubahan biaya operasional, keterbatasan pencatatan keuangan, dan lemahnya evaluasi
usaha. Return on Investment (ROI) digunakan untuk menilai hasil investasi berdasarkan perbandingan laba bersih
dengan total investasi, sedangkan pembagian keuntungan mengikuti nisbah dan ketentuan akad yang disepakati.
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Perencanaan yang realistis, pencatatan keuangan secara teratur, transparansi akad, dan evaluasi berkala diperlukan
untuk mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil, Tingkat Pengembalian Investasi, Pengambilan Keputusan,
UMKM Syariah, Return on Investment.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menggerakkan
perekonomian dan menyediakan lapangan kerja. Agar usaha dapat berkembang dan bertahan, pelaku
UMKM perlu mengelola modal, pendapatan, dan pengeluaran secara terencana. Pengelolaan keuangan
yang baik membantu pelaku usaha memperkirakan keuntungan, mengendalikan biaya operasional, serta
menentukan penggunaan modal secara tepat. Pada UMKM berbasis syariah, perencanaan keuangan juga
perlu memperhatikan ketentuan akad dan mekanisme pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh
pihak-pihak yang bekerja sama. Perencanaan pembayaran bagi hasil berkaitan erat dengan kondisi
keuangan usaha. Dalam sistem syariah, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sesuai dengan ketentuan akad. Perubahan pendapatan dan biaya operasional dapat menyebabkan hasil usaha
berbeda dari perkiraan awal. Perbedaan tersebut perlu ditinjau dengan membandingkan rencana keuangan
dan realisasi hasil usaha. Perencanaan yang kurang tepat dapat menyulitkan pelaku UMKM dalam
memperkirakan keuntungan yang akan dibagikan dan menentukan langkah keuangan berikutnya.
Pembagian keuntungan tetap harus mengikuti hasil usaha, nisbah, dan ketentuan akad yang berlaku, bukan
sekadar target keuntungan yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap hasil usaha juga berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi atau Return
on Investment (ROI). ROI digunakan untuk mengukur kemampuan investasi dalam menghasilkan laba
dibandingkan dengan jumlah modal yang ditanamkan. Bagi pelaku UMKM, perhitungan ini membantu
menilai hasil penggunaan modal dan mengevaluasi pencapaian keuntungan. Informasi tersebut juga dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan atau pengembangan usaha. ROI dan
bagi hasil memiliki dasar pengukuran yang berbeda. ROl mengukur tingkat pengembalian investasi,
sedangkan pembagian keuntungan mengikuti nisbah dan ketentuan akad yang disepakati. Keduanya perlu
diperhatikan dalam perencanaan keuangan agar keputusan usaha didasarkan pada kondisi keuangan yang
terukur dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan
syariah dan pengelolaan keuangan UMKM dari sudut pandang yang berbeda. (Dinana et al., 2025) mengkaji
pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembiayaan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Sementara itu, (Firdausi &
Ansori, 2020) membahas penerapan pembiayaan musyarakah pada UMKM di BMT Al Hikmah SEMESTA
Cabang Ngabul berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hasil kajian mereka
menunjukkan adanya persoalan dalam praktik pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian yang
dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuan. Kedua penelitian tersebut memberikan
gambaran mengenai peran pembiayaan dan pentingnya pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah.

Penelitian (Widyaningtyas et al., 2025) membahas perencanaan pembayaran bagi hasil dalam
meningkatkan kepercayaan investor. Kajian tersebut menekankan pentingnya transparansi, keadilan, serta
kejelasan ketentuan dan mekanisme pembayaran. Dari sisi pengukuran investasi, (Amalia, 2024) mengkaji
penggunaan ROI digital pada UMKM untuk menilai hasil investasi dengan mempertimbangkan biaya yang
dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Adapun (Nuriasari et al., 2023) menganalisis rasio pembiayaan
bagi hasil terhadap total pembiayaan bank syariah selama 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan
adanya perubahan rasio selama periode pengamatan yang berkaitan dengan perkembangan pembiayaan
mudharabah dan musyarakah. Kelima penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami
pembiayaan syariah, penerapan akad, perencanaan pembayaran bagi hasil, dan pengukuran pengembalian
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Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, celah penelitian ini terletak pada belum terpadunya
pembahasan mengenai ketidaksesuaian perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian
investasi sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan UMKM berbasis syariah dalam lima artikel yang
ditelaah. Penelitian sebelumnya membahas pembiayaan dan kinerja usaha, pelaksanaan akad, kepercayaan
investor, pengukuran ROI, serta perkembangan pembiayaan bagi hasil. Aspek-aspek tersebut belum secara
bersamaan menjelaskan hubungan antara perkiraan keuntungan, realisasi hasil usaha, biaya operasional,
tingkat pengembalian investasi, dan ketentuan pembagian keuntungan. Padahal, informasi mengenai aspek-
aspek tersebut dibutuhkan untuk menilai kesesuaian perencanaan keuangan dengan kondisi usaha dan
mekanisme bagi hasil yang disepakati. Celah ini menjadi dasar untuk mengkaji hubungan antara
perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi secara lebih terpadu. Pernyataan
tersebut dibatasi pada lima artikel yang ditelaah dan tidak berarti bahwa penelitian lain dengan topik serupa
sama sekali belum pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana
ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi berkaitan
dengan pengambilan keputusan keuangan pada UMKM berbasis syariah serta faktor-faktor apa saja yang
berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan literatur. Penelitian ini bertujuan menganalisis
ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi,
mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan literatur, serta
menjelaskan implikasinya terhadap pengambilan keputusan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka melalui penelaahan artikel ilmiah dan sumber tertulis
yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya perencanaan pembayaran bagi hasil
yang realistis, evaluasi hasil investasi, dan pengelolaan keuangan yang memperhatikan ketentuan akad
syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka
(literature study). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian perencanaan pembayaran
bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi pada UMKM berbasis syariah serta kaitannya dengan
pengambilan keputusan keuangan. Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan, meliputi artikel
jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi yang membahas perencanaan keuangan, sistem bagi
hasil syariah, Return on Investment (ROI), serta pengelolaan keuangan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur berdasarkan kesesuaian topik, relevansi
informasi, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi untuk
memperoleh sumber yang mendukung pembahasan mengenai perencanaan keuntungan, perhitungan
tingkat pengembalian investasi, ketentuan nisbah dalam akad, dan pengambilan keputusan keuangan. Data
yang terpilih dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema,
perbandingan temuan antarsumber, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan
informasi mengenai perkiraan dan realisasi laba, perhitungan ROI, serta pelaksanaan pembayaran bagi hasil
untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap pengelolaan
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keuangan UMKM berbasis syariah. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan pentingnya
perencanaan keuangan yang realistis, evaluasi tingkat pengembalian investasi, dan pelaksanaan bagi hasil
sesuai dengan ketentuan akad syariah dalam mendukung pengambilan keputusan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Bagi Hasil Pada UMKM Berbasis Syariah

Bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang membagi keuntungan menurut
persentase atau rasio yang sudah disepakati sejak awal perjanjian. Dalam ekonomi syariah, sistem ini
menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang halal dan selaras dengan ajaran Islam.
Berbeda dengan bunga, besarnya keuntungan dalam bagi hasil ditentukan oleh hasil usaha yang sebenarnya,
bukan oleh jumlah modal yang dipinjamkan. (Febriyanti et al., 2023) menegaskan bahwa pembagian
keuntungan dalam akad mudharabah perlu ditetapkan sebelum usaha berjalan supaya tidak memicu
perselisihan di kemudian hari.

Bagi pelaku UMKM, bagi hasil dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan tambahan modal tanpa
terikat pinjaman berbunga. Dana tersebut bisa dipakai untuk membeli bahan baku, menambah persediaan,
memperbaiki peralatan, atau memperluas usaha. Sebagai contoh, seorang investor menyerahkan dana
kepada pedagang makanan yang mampu mengelola usaha. Apabila usaha itu menghasilkan keuntungan,
hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. (Lian & Ita, 2022) membahas mudharabah sebagai salah satu bentuk
pembiayaan yang dapat menunjang perkembangan UMKM. Karena itu, sistem bagi hasil membuka peluang
kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dilandasi kepercayaan serta tanggung jawab.

Pelaksanaan bagi hasil harus berpegang pada prinsip syariah, terutama keadilan, kejujuran,
keterbukaan, dan tanggung jawab. Keadilan berarti setiap pihak menerima haknya sesuai kesepakatan.
Misalnya, keuntungan Rp5.000.000 dibagi dengan nisbah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk
pengelola, sehingga pemilik modal menerima Rp3.000.000 dan pengelola Rp2.000.000. Selain itu,
pengelola berkewajiban mencatat penjualan, biaya operasional, dan keuntungan secara terbuka agar
pembagian hasil berlangsung transparan. (Naf’an, 2022) menguraikan pembiayaan musyarakah dan
mudharabah sebagai bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil, sekaligus menyoroti tantangan penerapannya,
seperti risiko usaha dan kebutuhan akan informasi keuangan yang memadai. Prinsip berikutnya adalah
menjauhi riba dan membagi risiko sesuai akad. Dalam mudharabah, kerugian modal yang tidak disebabkan
oleh kelalaian atau kesalahan pengelola menjadi tanggungan pemilik modal, sementara pengelola
menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Meski demikian, apabila kerugian
timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan pengelola, pengelola dapat dimintai
pertanggungjawaban. Adapun dalam musyarakah, kerugian finansial pada umumnya ditanggung sesuai
proporsi modal masing-masing pihak (Yuli & Nadia, 2021).

Pada UMKM berbasis syariah, dua akad yang paling lazim digunakan mudharabah dan
musyarakah. Mudharabah kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha
(mudharib). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usahanya.
Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati. Misalnya, dana Rp10.000.000 dipakai untuk
mengembangkan usaha kue dengan kesepakatan pembagian keuntungan 60% untuk pemilik modal dan
40% untuk pengelola. Bila keuntungan mencapai Rp2.000.000, pemilik modal memperoleh Rp1.200.000
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dan pengelola Rp800.000. Akad ini sesuai bagi pelaku UMKM yang mampu menjalankan usaha tetapi
kekurangan modal (Yuli & Nadia, 2021). Musyarakah, kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing
menyetorkan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung
menurut proporsi modal. Sebagai contoh, dua orang mendirikan usaha dengan modal Rp6.000.000 dan
Rp4.000.000. Jika usaha mengalami kerugian Rp2.000.000, pihak pertama menanggung Rp1.200.000 dan
pihak kedua Rp800.000. Akad ini cocok bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha bersama
mitra yang turut menanamkan modal (Suhardi et al., 2022).

Nisbah bagi hasil persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan sebelum usaha dimulai.
Dalam menentukannya, perlu dipertimbangkan jenis akad, kontribusi, tanggung jawab, dan kesepakatan
para pihak. Pada mudharabah maupun musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati,
sedangkan kerugian mengikuti ketentuan masing-masing akad. (Totok, 2022)menjelaskan bahwa nisbah
pembiayaan mudharabah ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu,
penentuan nisbah dan pencatatan hasil usaha yang jelas dapat membantu mencegah perselisihan. Pencatatan
yang tertib juga memudahkan kedua pihak mengevaluasi usaha, mengawasi penggunaan modal, dan
menentukan langkah perbaikan bila hasil usaha belum sesuai harapan. Dengan demikian, sistem bagi hasil
dapat mendukung kerja sama UMKM yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Tingkat Pengembalian Investasi Pada UMKM

Tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (ROI) digunakan untuk mengukur
kemampuan modal yang ditanamkan dalam menghasilkan keuntungan. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), pengukuran ROl membantu pelaku usaha mengevaluasi penggunaan modal, menilai
hasil kegiatan usaha, dan menentukan langkah keuangan berikutnya. Melalui perhitungan ini, pelaku usaha
dapat mengetahui besarnya laba bersih dibandingkan dengan total investasi yang digunakan. Penilaian
tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan keuangan, terutama ketika menentukan
penggunaan modal, mengendalikan biaya operasional, dan merencanakan pengembangan usaha.
(Astonugroho & Tina Rosa, 2023) menjelaskan bahwa ROI digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan keuntungan melalui aset yang dimiliki. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa
ROI dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan. Nilai ROl yang tinggi
menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang
ditanamkan, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan tingkat pengembalian yang lebih kecil. Penilaian
tersebut tetap perlu mempertimbangkan periode pengukuran, karakteristik usaha, serta jumlah investasi dan
laba yang dihasilkan. Secara umum, ROI dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total
investasi, kemudian dikalikan 100 persen. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

Laba Bersih

" Total Investasi

ROI X 100%

Rumus tersebut menghasilkan persentase laba bersih dibandingkan dengan total investasi selama periode
pengukuran. Sebagai ilustrasi, sebuah UMKM makanan ringan menggunakan modal investasi sebesar
Rp10.000.000. Dalam satu periode usaha, UMKM tersebut memperoleh pendapatan Rp8.000.000 dengan
biaya operasional Rp6.000.000. Berdasarkan kedua komponen tersebut, perhitungan laba bersih dan ROI
dapat dijabarkan sebagai berikut.

Laba Bersih = Pendapatan — Biaya Operasional
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= Rp 8.000.000 — Rp 6.000.000
= Rp 2.000.000

__ Rp 2.000.000
" Rp 10.000.000

= 20%

ROI X 100%

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh setara dengan 20% dari total
investasi selama periode tersebut. Angka ini dapat digunakan pemilik usaha untuk mengevaluasi hasil
penggunaan modal. Perhitungan tersebut bersifat ilustratif dan bukan data empiris dari UMKM tertentu.

Besarnya ROI berkaitan dengan jumlah investasi, pendapatan penjualan, biaya operasional, dan
laba bersih. Penggunaan modal perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha agar dana tidak terserap pada
pengeluaran yang kurang produktif. Pendapatan penjualan menentukan penerimaan usaha, sedangkan biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa, dan distribusi memengaruhi besarnya laba bersih. Apabila biaya meningkat
ketika pendapatan tetap, laba bersih akan menurun dan berdampak pada ROI. Sebaliknya, peningkatan
pendapatan yang disertai pengendalian biaya dapat memperbesar hasil investasi. Efisiensi operasional,
perubahan permintaan pasar, kemampuan pengelolaan usaha, dan risiko bisnis juga perlu dipertimbangkan
ketika mengevaluasi pengembalian modal. Pengaruh perubahan biaya dapat dilihat dari contoh sebelumnya.
Apabila biaya operasional meningkat dari Rp6.000.000 menjadi Rp7.000.000, sedangkan pendapatan tetap
Rp8.000.000, laba bersih turun menjadi Rp1.000.000. Perhitungan ROI berubah sebagai berikut.

Laba Bersih = Pendapatan — Biaya Operasional

= Rp 8.000.000 — Rp 7.000.000
= Rp 1.000.000

__ Rp 1.000.000
" Rp 10.000.000

=10%

ROI X 100%

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional tanpa kenaikan
pendapatan menurunkan ROI dari 20% menjadi 10%. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian
pengeluaran dan evaluasi penggunaan modal. Pemilik usaha dapat meninjau biaya bahan baku, efisiensi
tenaga kerja, serta strategi penjualan untuk memperbaiki hasil investasi. Hasil pengukuran ROI dapat
dimanfaatkan untuk menyusun dan mengevaluasi perencanaan keuangan UMKM. Pemilik usaha dapat
membandingkan ROI aktual dengan target yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi penyebab
perbedaan antara keduanya. Apabila hasil investasi belum mencapai target, evaluasi dapat diarahkan pada
biaya operasional, tingkat penjualan, dan penggunaan modal. Sebaliknya, apabila hasilnya sesuai harapan,
informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mempertahankan strategi usaha atau
merencanakan pengembangan bisnis. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan dukungan pencatatan
keuangan yang teratur. Arus kas juga perlu diperhatikan karena laba yang tercatat tidak selalu berarti
seluruh keuntungan tersedia dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Pentingnya pengelolaan keuangan tersebut sejalan dengan penelitian (Harun et al., 2023) mengenai
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manajemen keuangan syariah dan perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas
UMKM. Penelitian kuantitatif yang melibatkan 100 responden di Kota Gorontalo membahas hubungan
pengelolaan dan perencanaan keuangan syariah dengan produktivitas usaha. Hasil penelitian tersebut
memberikan dukungan terhadap pentingnya perencanaan keuangan dalam kegiatan UMKM. Sementara itu,
(Amalia, 2024) membahas penggunaan ROI digital pada UMKM untuk mengevaluasi hasil investasi digital
dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Kajian tersebut relevan
untuk menjelaskan penggunaan ROI sebagai alat evaluasi investasi, khususnya dalam menilai hasil yang
diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. (Paransa et al., 2026) meneliti persepsi ROlI,
persepsi nilai, dan niat UMKM untuk mengadopsi digital branding. Penelitian terhadap 100 pemilik
UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa persepsi ROl berpengaruh positif dan
signifikan terhadap persepsi nilai, sedangkan persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat
mengadopsi digital branding. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai manfaat
ekonomi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penilaian dan keputusan usaha.
Walaupun penelitian (Paransa et al., 2026) berfokus pada investasi digital branding, hasilnya dapat menjadi
rujukan untuk menjelaskan pentingnya pertimbangan pengembalian investasi dalam pengambilan
keputusan UMKM. Temuan tersebut tidak secara langsung membuktikan hubungan antara ROI dan
perencanaan pembayaran bagi hasil pada UMKM berbasis syariah.

Dalam usaha berbasis syariah, hasil pengukuran ROI dapat digunakan bersama informasi keuangan
lainnya untuk membantu pelaku usaha mengevaluasi kondisi usaha dan mempertimbangkan keputusan
investasi. ROl mengukur tingkat pengembalian investasi, sedangkan perencanaan pembayaran bagi hasil
berkaitan dengan perkiraan keuntungan yang akan dibagikan berdasarkan nisbah dan ketentuan akad yang
disepakati. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam perencanaan keuangan, tetapi memiliki dasar
perhitungan yang berbeda. Penurunan ROI tidak secara otomatis menunjukkan pelanggaran kesepakatan
bagi hasil. Pelaku usaha perlu memeriksa realisasi keuntungan, biaya operasional, arus kas, serta
pelaksanaan akad sebelum menentukan langkah berikutnya. Apabila hasil usaha tidak mencapai target awal,
pelaku UMKM perlu mengevaluasi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan aktual sebagai dasar
penyesuaian rencana keuangan. Langkah yang dapat dipertimbangkan mencakup pengendalian biaya,
perbaikan pencatatan keuangan, dan penyesuaian rencana usaha dengan kondisi aktual. Perencanaan
pembayaran bagi hasil juga perlu memperhatikan hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan serta
ketentuan akad yang berlaku. Sejalan dengan pembahasan (Harun et al., 2023), pengelolaan dan
perencanaan keuangan syariah menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas UMKM.
Penggunaan ROI bersama evaluasi arus kas dan pemeriksaan pelaksanaan akad dapat membantu pelaku
usaha mengambil keputusan keuangan secara lebih terukur dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketidaksesuaian Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil dengan Tingkat Pengembalian Investasi pada
UMKM Berbasis Syariah

Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah, Bagi hasil merupakan mekanisme
pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang dibuat
dalam akad. Dalam praktik ekonomi syariah, mekanisme ini dapat diterapkan melalui akad mudharabah
dan musyarakah. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola
usaha (mudharib), sedangkan musyarakah merupakan kerja sama yang melibatkan kontribusi modal dari
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dua pihak atau lebih. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh para pihak
(Antonio, 2001). Dalam konteks UMKM berbasis syariah, sistem bagi hasil dapat menjadi alternatif
pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan
keuangan yang baik, terutama dalam memperkirakan pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan yang
akan diperoleh. Hal tersebut penting karena tingkat keuntungan UMKM dapat berubah sesuai kondisi pasar,
tingkat penjualan, harga bahan baku, dan kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha.Menurut
(Humaidilah, 2020), nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk
persentase berdasarkan kesepakatan, bukan dalam bentuk nominal keuntungan tetap yang ditentukan sejak
awal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembagian keuntungan perlu dibedakan dari
penetapan kewajiban pembayaran dengan jumlah yang pasti. Oleh karena itu, perencanaan pembayaran
bagi hasil pada UMKM berbasis syariah seharusnya mempertimbangkan proyeksi keuangan sekaligus
mekanisme pembagian keuntungan yang sesuai dengan akad. Apabila keuntungan aktual berbeda dari
perkiraan awal, perhitungan bagi hasil perlu mengikuti ketentuan akad dan hasil usaha yang menjadi dasar
pembagiannya.

Bentuk Ketidaksesuaian antara Perencanaan Bagi Hasil dan Tingkat Pengembalian Investasi
Ketidaksesuaian antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi dapat
terjadi ketika perkiraan keuntungan yang digunakan dalam perencanaan tidak sesuai dengan hasil usaha
yang sebenarnya. Permasalahan ini dapat muncul karena proyeksi pendapatan terlalu tinggi, biaya
operasional meningkat, atau penjualan mengalami penurunan. Penelitian (Yahya et al., 2024) mengenai
penerapan bagi hasil pada pembiayaan UMKM oleh PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh membahas
penggunaan metode revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan mekanisme bagi hasil berkaitan dengan perubahan
pendapatan nasabah dan perlu ditinjau berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-
MUI/IX/2000. Temuan ini relevan untuk menjelaskan bahwa perencanaan bagi hasil harus memperhatikan
dasar perhitungan yang digunakan dan kondisi pendapatan usaha.

Sebagai ilustrasi, sebuah UMKM memperoleh modal melalui akad mudharabah dengan perkiraan
pendapatan tertentu. Pada awal kerja sama, pengelola memperkirakan bahwa usaha akan menghasilkan
keuntungan yang cukup besar. Namun, setelah usaha berjalan, penjualan mengalami penurunan sehingga
hasil usaha lebih rendah daripada perkiraan awal. Dalam kondisi tersebut, jumlah bagi hasil yang diterima
pemilik modal dapat berbeda dari proyeksi awal. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya
kesalahan dalam pelaksanaan akad karena hasil usaha memang dapat mengalami perubahan. Permasalahan
muncul apabila perencanaan tidak realistis atau mekanisme pembayaran yang diterapkan tidak sesuai
dengan akad yang disepakati. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara perencanaan bagi hasil dan tingkat
pengembalian investasi perlu dilihat dari dua aspek, yaitu perbedaan antara proyeksi dan realisasi
keuntungan serta kesesuaian mekanisme pembagian hasil dengan prinsip syariah.

Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Perencanaan Pembayaran Bagi Hasil, Berdasarkan penelitian
terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat dianalisis sebagai penyebab ketidaksesuaian perencanaan
pembayaran bagi hasil pada UMKM berbasis syariah. Pertama, ketidakakuratan perencanaan keuangan.
Perencanaan yang tidak didasarkan pada data penjualan dan biaya operasional yang memadai dapat
menghasilkan perkiraan keuntungan yang kurang realistis. Ketika hasil usaha tidak mencapai target,
pengembalian investasi yang direncanakan juga berpotensi tidak tercapai. Kedua, penggunaan nominal
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pembayaran yang tetap. Humaidillah (2020) menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil mudharabah dinyatakan
dalam bentuk persentase, bukan nominal uang tertentu. Oleh karena itu, penetapan keuntungan dalam
jumlah tetap perlu dibedakan dari pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah. Apabila pembayaran nominal
tetap diterapkan dalam akad bagi hasil tanpa memperhatikan hasil usaha, kesesuaiannya dengan prinsip
syariah perlu dievaluasi. Ketiga, keterbatasan pencatatan keuangan UMKM. Pencatatan keuangan yang
tidak teratur dapat menyulitkan pengelola dan pemilik modal dalam mengetahui pendapatan serta hasil
usaha yang sebenarnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan informasi ketika pembagian
keuntungan dilakukan.

Penelitian (Setiaji et al., 2026) mengenai implementasi prinsip bagi hasil pada pembiayaan UMKM
di koperasi syariah Jawa Timur mengidentifikasi asimetri informasi, rendahnya literasi keuangan syariah,
dan lemahnya sistem pencatatan keuangan UMKM sebagai kendala penerapan pembiayaan berbasis bagi
hasil. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya transparansi akad dan pendampingan dalam
mendukung pelaksanaan pembiayaan. Keempat, lemahnya pemantauan perkembangan usaha. Perubahan
kondisi usaha yang tidak dipantau secara berkala dapat menyebabkan perencanaan keuangan tidak lagi
sesuai dengan kondisi aktual. Padahal, pemantauan diperlukan untuk mengetahui perkembangan
pendapatan, perubahan biaya, dan potensi risiko usaha.

(Alifiyah & Insiyah, 2025) dalam penelitian mengenai efektivitas akad mudharabah pada
pembiayaan modal usaha UMKM di KSPPS Nuri Jatim Pamekasan, menjelaskan bahwa pelaksanaan
pembiayaan meliputi analisis kelayakan usaha, penetapan akad, pencairan modal, pemantauan, dan
pembagian keuntungan. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya proses analisis dan pemantauan dalam
pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan uraian tersebut, ketidaksesuaian perencanaan
pembayaran bagi hasil tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan keuntungan, tetapi juga dapat berkaitan
dengan kualitas perencanaan keuangan, pencatatan usaha, transparansi informasi, dan pemantauan kegiatan
usaha.

Dampak Ketidaksesuaian terhadap Pengembalian Investasi, Ketidaksesuaian antara perencanaan
pembayaran bagi hasil dan hasil usaha aktual dapat menimbulkan dampak terhadap pemilik modal maupun
pengelola UMKM. Bagi pemilik modal, keuntungan yang lebih rendah daripada proyeksi awal dapat
menyebabkan tingkat pengembalian investasi tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu, bagi pengelola
usaha, perencanaan yang tidak realistis dapat menyulitkan pengelolaan arus kas dan penyusunan anggaran
operasional. (Fransiska & Harahap, 2024) melalui penelitian mengenai kontribusi sistem bagi hasil
pembiayaan mudharabah terhadap pengembangan UMKM, membahas peran pembiayaan bagi hasil dalam
mendukung kegiatan usaha. Kajian tersebut relevan sebagai landasan untuk memahami bahwa penerapan
sistem bagi hasil perlu memperhatikan pelaksanaan kerja sama dan manfaat pembiayaan bagi
perkembangan UMKM.

Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi keuntungan juga dapat
menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemilik modal dan pengelola usaha. Apabila dasar perhitungan
keuntungan tidak dijelaskan secara transparan, kedua pihak dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap
jumlah bagi hasil yang seharusnya diterima. Meskipun demikian, tingkat pengembalian investasi yang lebih
rendah daripada perkiraan tidak selalu menunjukkan kegagalan sistem bagi hasil. Hal tersebut dapat terjadi
akibat risiko usaha yang wajar. Dalam akad mudharabah, kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh
kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan pengelola pada prinsipnya ditanggung pemilik modal. Sebaliknya,
apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran pengelola, tanggung jawabnya perlu ditentukan
sesuai ketentuan akad dan prinsip syariah. Dengan demikian, dampak ketidaksesuaian perlu dianalisis
dengan membedakan risiko bisnis yang wajar dari masalah perencanaan dan pelaksanaan akad. Pembedaan
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tersebut penting agar penilaian terhadap pengembalian investasi tidak hanya didasarkan pada besar atau
kecilnya keuntungan, tetapi juga pada penyebab perubahan hasil usaha.

Upaya Mengatasi Ketidaksesuaian Perencanaan Bagi Hasil, Untuk mengurangi ketidaksesuaian
antara perencanaan pembayaran bagi hasil dan tingkat pengembalian investasi, UMKM dan pemilik modal
perlu melakukan perencanaan keuangan secara realistis. Proyeksi pendapatan sebaiknya didasarkan pada
data penjualan, biaya operasional, kondisi pasar, dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan.
Selain itu, penetapan nisbah dan dasar perhitungan bagi hasil perlu dijelaskan secara transparan sejak awal
kerja sama. Kedua pihak harus memahami apakah perhitungan didasarkan pada pendapatan atau laba sesuai
akad yang digunakan. Target pengembalian investasi dalam perencanaan tidak boleh secara otomatis
dianggap sebagai jaminan keuntungan dalam jumlah tetap. Pencatatan keuangan juga perlu ditingkatkan
agar pendapatan, biaya, dan hasil usaha dapat diketahui secara jelas. Laporan keuangan yang memadai
membantu pemilik modal dan pengelola mengevaluasi perkembangan usaha serta mengurangi perbedaan
informasi. Selanjutnya, pemantauan usaha perlu dilakukan secara berkala. Pemantauan tersebut dapat
mencakup perkembangan penjualan, biaya operasional, dan realisasi keuntungan. Apabila terdapat
perubahan kondisi usaha, para pihak dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan akad.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan pentingnya analisis kelayakan dan pemantauan usaha yang
dibahas oleh (Alifiyah & Insiyah, 2025), serta perlunya peningkatan transparansi dan kualitas pencatatan
keuangan yang diidentifikasi oleh (Setiaji et al., 2026).

Peran Bagi Hasil dan ROI dalam Pengembalian Keputusan

Hasil pengukuran Return on Investment (ROI) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menyusun dan mengevaluasi perencanaan keuangan UMKM. Pemilik usaha dapat membandingkan ROI
aktual dengan target yang telah ditetapkan untuk menilai pencapaian investasi dan mengidentifikasi
penyebab perbedaannya. Apabila hasil investasi belum mencapai target, evaluasi dapat diarahkan pada
tingkat penjualan, biaya operasional, dan penggunaan modal. Sebaliknya, apabila hasilnya sesuai harapan,
informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk mempertahankan strategi usaha atau merencanakan
pengembangan bisnis. Pengambilan keputusan juga perlu didukung pencatatan keuangan yang teratur dan
pemantauan arus kas karena laba yang tercatat tidak selalu menunjukkan tersedianya uang tunai untuk
memenuhi kebutuhan operasional. Pentingnya perencanaan keuangan dalam pengelolaan UMKM sejalan
dengan penelitian (Harun et al., 2023) yang membahas manajemen keuangan syariah dan perencanaan
keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Gorontalo. Penelitian kuantitatif
terhadap 100 responden tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah dan perencanaan
keuangan syariah berpengaruh terhadap produktivitas UMKM. Sementara itu, (Sholihah et al., 2025)
mengkaji penerapan manajemen dan perencanaan keuangan syariah terhadap kinerja serta produktivitas
UMKM di Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen dan perencanaan
keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas keuangan, efisiensi pengelolaan modal, dan
pertumbuhan omzet UMKM. Kedua penelitian tersebut memperkuat pentingnya perencanaan keuangan
dalam mendukung pengelolaan modal dan pencapaian tujuan usaha. Akan tetapi, temuan tersebut tidak
secara khusus menguji hubungan antara target ROI dan realisasi pembayaran bagi hasil pada UMKM
berbasis syariah.

Dalam pengambilan keputusan, ROl membantu pelaku usaha menilai kemampuan investasi dalam
menghasilkan keuntungan, sedangkan perencanaan bagi hasil menjadi dasar untuk memperkirakan
pembagian keuntungan sesuai nisbah dan ketentuan akad yang disepakati. Apabila hasil usaha tidak
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mencapai target, pelaku UMKM perlu meninjau pendapatan, biaya operasional, dan laba aktual sebelum
menentukan langkah perbaikan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengendalikan pengeluaran,
memperbaiki pencatatan keuangan, menyesuaikan rencana usaha, atau mempertimbangkan kembali
kelayakan investasi. Keputusan tersebut perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang sebenarnya, bukan
hanya pada perkiraan keuntungan saat usaha direncanakan. Pada UMKM berbasis syariah, penggunaan
ROI sebagai bahan pertimbangan keputusan keuangan perlu disertai pemahaman mengenai mekanisme
bagi hasil. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi, sedangkan pembagian keuntungan mengikuti
nisbah dan dasar perhitungan yang disepakati dalam akad. Penurunan ROI tidak secara otomatis
menunjukkan pelanggaran terhadap kesepakatan bagi hasil karena kondisi tersebut dapat berkaitan dengan
perubahan pendapatan, peningkatan biaya, atau penurunan laba usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu
memeriksa realisasi keuntungan dan pelaksanaan akad sebelum menentukan langkah berikutnya.
Perencanaan keuangan yang terukur dan sesuai prinsip syariah dapat membantu UMKM mengevaluasi hasil
usaha, mengelola modal, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih terarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembayaran bagi hasil dan
perhitungan tingkat pengembalian investasi memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan UMKM
berbasis syariah. Perencanaan pembayaran bagi hasil perlu didasarkan pada perkiraan keuntungan yang
realistis, ketentuan nisbah dalam akad, serta hasil usaha yang diperoleh. Sementara itu, tingkat
pengembalian investasi digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dari modal
yang ditanamkan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi keuntungan dapat terjadi akibat
perkiraan pendapatan yang kurang tepat, perubahan biaya operasional, serta pencatatan keuangan yang
belum tertata. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pembayaran bagi hasil dan keputusan
penggunaan modal. Oleh sebab itu, pelaku UMKM perlu menyusun perencanaan keuangan berdasarkan
kondisi usaha, mencatat pendapatan dan pengeluaran secara rutin, serta mengevaluasi realisasi laba dan
tingkat pengembalian investasi secara berkala. Perhitungan yang tepat dan penerapan prinsip syariah dalam
pembagian keuntungan diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengelola modal secara lebih terarah,
menjaga kesesuaian pembayaran bagi hasil dengan ketentuan akad, serta mendukung keberlangsungan
usaha. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan perencanaan pembayaran bagi hasil dan
perhitungan tingkat pengembalian investasi secara langsung pada UMKM berbasis syariah untuk
memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangannya.
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